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Assalamualaikum Warohmatulohiwabarokatuh,  
Dengan Hormat,  
 
Melalui buku ini kami mengucapkan puji syukur kehadirat Kepada ALLAH Subhana wata’ala 
yang memberikan nikmat tak terhingga bagi kami, sehingga diperkenankan untuk menyelesaikan 
buku ini, buku ini merupakan buku dengan topik pembahasan terkait dengan, teknis dari proses 
perundang – undangan. 
Penyelesaian buku ini tidak lepas dari upaya pihak – puihak penting yang menjadi bagian 
pendukung, diantaranya: mahasiswa ilmu pemerintahan yang tidak dapat kami sebutkan satu 
persatu, kemudian Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam hal ini LPPM, program studi ilmu 
pemerintahan yang menjadi almamater kebanggaan kami, kemudian pihak perbit yang sudah 
membantu dari proses awal hingga akhir. 
Harapan kami sederhana, buku ini menjadi salah satu bahan bacaan bagi semua kalangan 
terutama yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan di Indonesia, kami menyadari bahwa buku ini 
masih banyak sekali mengalami kekurangan, kami ebrharap, saran dan kritik dari bapak / ibu 
pembaca agar buku ini dapat di perbaiki suatu hari nanti. 
Demikian pengantar dari kami, kami ucapkan trimakasih, apabila ada kesalahan kami mohon 
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Kajian terhadap prosedur pembuatan, substansi norma yang dituangkan, 
serta struktur kekuasaan yang berwenang membuat produk perundang-undangan, 
sejatinya jamak dikaji dalam bidang keilmuan hukum. Sebagian besar Fakultas dan 
Program Studi Hukum di Indonesia bahkan menempatkan kajian ini pada satu mata 
kuliah khusus yakni Hukum Perundang-undangan, dengan bobot SKS yang beragam 
satu sama lain. Kajian terhadap perundang-undangan tidak boleh melepaskan diri 
dari perspektif normatifitas hukum, sehingga penilaian pada aspek internal 
(intrinsic) dari norma merupakan satu kewajiban. Permasalahannya, dalam konteks 
kajian hukum normative, pengkajian undang-undang sering kali hanya dilakukan 
pada aspek internal tanpa melihat aspek eksternal dari hukum. Pola kajian 
semacam itu sering kali tidak dapat melihat esensi dan eksistensi normas secara 
lebih utuh-menyeluruh. 
Sebagai usaha untuk memahami esensi dan substansi hukum yang terdapat 
pada suatu undang-undang, diperlukan telaah yang tidak hanya mendalam pada 
aspek substansi norma, tetapi juga luas pada aspek mengadanya norma itu sendiri. 
Oleh karenya, kajian atas perundang-undangan tidak dapat dilakukan hanya dengan 
menggunakan perspektif keilmuan hukum semata, melainkan juga harus melibatkan 
berbagai disiplin keilmuan yang relevan. Perkembangan ide tentang negara hukum 
demokratis di Amerika serikat pada akhir Abad ke XIX ditandai dengan refleksi kritis 
dunia peradilan yang sulit mewujudkan keadilan substansial karena 
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dogmatisitasnya yang kaku. Dari refleksi tersebut maka lahurlah American realism 
dan sociological jurisprudence yang berpusat pada ide bahwa, demi mewujudkan 
keadilan substansial, hakim harus menggali nilai-nilai keadilan berdasarkan praktek, 
pemikiran dan keadaban yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, maka 
Juri sebagai sumber pertimbangan putusan hakim dipilih berdasar representasi 
dari ragam latar belakang budaya, kepentingan dan keilmuan yang ada dalam 
masyarakat.  
Adagium yang berbunyi “Manusia hidup dan Hukum itu mati”, memberi 
pesan bahwa hukum itu adalah produk yang diciptakan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya yang paling mendasar, yakni keadilan, rasa aman dan 
kebahagiaan. Dalam usaha mewujudkan kebutuhan tersebut, hukum harus 
menyelaraskan dirinya dengan perkembangan eksistensian dan esensial manusia. 
Dari alam pemikiran tersebut, di Indonesia Prof. Satjipto Rahardjo mencetuskan 
konsep “hukum progresif” sebagai bagian dari refleksinya atas konstruksi keilmuan 
hukum yang berkembang di Indonesia, yang menurut beliau mengalami kejumudan. 
Konsep hukum progresif merujuk pada satu cara pandang keilmuan hukum yang 
bersifat holistik, keadilan tidak hanya terkait keterampilan berlogika, juga meliputi 
keseluruhan proses telaah atas faktor internal dan eksternal yang membentuk 
hukum. Dalam konteks ini diperlukan berbagai sudut pandang untuk memahami 
hukum. 
Di dalam kaitannya dengan kebutuhan untuk memahami hukum secara utuh 
dan menyeluruh itulah buku berjudul “Praktik dalam Memahami Teknik dan Proses 
Perundang-Undangan di Indonesia” yang ada di tangan anda saat ini menemukan 
urgensinya. Buku yang merupakan kumpulan pemikiran dari beberapa cendekia di 
lingkungan Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini, mencoba 
memotret proses pembentukan undang-undang dan konstruksi berhukum di 
Indonesia dari aspek eksternal hukum menggunakan perspektif keilmuan sosial. 
Telaah terhadap konstruksi berhukum dalam proses pembuatan undang-undang 
dari sudut pandang “bukan orang hukum” dibutuhkan sebagai bahan evaluasi 
sekaligus refleksi bagi proses pembentukan hukum di Indonesia. Proses 
pembentukan sekaligus implementasi perundang-undangan sejatinya lebih banyak 
bersentuhan dengan aspek politik, bahkan substansi norma sering kali hadir 
sebagai hasil dari kesepakatan politik diantara konfigurasi kekuatan yang 
berkepentingan atas undang-undang itu.  
Mencoba memahami esensi pembentukan undang-undang melalui praktek 
yang berjalan akan memberikan cakrawala baru, bahwa proses berhukum bukan 
sekedar urusan kemahiran teknis penyusunan argumentasi hukum. Terlepas dari 
keterbatasan analisis hermeunetik yang ada di dalamnya, buku ini berhasil 
memaparkan kebobrokan produk hukum kita yang secara konseptual banyak 
bermasalah, secara hierarkhis seringkali tumpang tindih dan terjadi disharmoni 
serta bias kepentingan secara lugas dalam tiap bahasannya. 
Terbitnya buku ini adalah bentuk apresiasi atas karya intelektual sekaligus 
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bagian dari proses dinamisasi nalar kritis dalam ruang pedidikan yang kian jumud 
dan parsial akhir-akhir ini. Semoga hadirnya buku ini mampu menginspirasi tumbuh 
kembangnya karya-karya kritis cendekiawan di lingkungan persyarikatan 
Muhammadiyah, serta dapat memberikan pencerahan bagi pembaca dalam 
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